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TENTANG

PETU N JU K PELAKSANAAT,{I PERATU RAN D/\ER.AH I(ABUPATEhI I(ATINGAN

NOUOR I TAHUN 2007 TENTANG PENERBITAN lZlN GANGCiU,AN (HO)

Menimbang : a.

BUPATI KATINGAI\I

bahwa Peraturan Daerah l(abupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2OO7 tentang Retribusi lzin Gangguan, tellah disahkan dart
diundangkan dalam Lernbaran Daerah untuk lelbih memperjelas
tata cara pemberian lzin Gangguian (HO), dalam rangka untuk

meningkatikan kefanearar! pelayanErn publik supa:ra berdaya guna

dan hasi! {Juna dalam pelat<sanaannya maka perrlu diatur dalam
petunjuk pelaksanaannya ;

bahwa berrjasarkan pertiml)angan sehagaimanra dimaksud huruf
a atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang - Undang Gangguan (Holder Ordinater) Stab{e Tahurl
1926 Nom'ot 226 yang telatr ditrbalr dan ditarnbah dengan Stable
Tahun 1940 Nomor 14, Nonror a50);

Undang - Undang Nomor '18'[ahun 1997 tenltang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lel'nbaranr Negara Flepublik lndonesia
Tahun 19$7 Nomor 41, J;srnfirahan Lembaran llegara Republik
lndonesia Nomor 3685), sebagarimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran l{egarra Republik lndonesia Tahurt
2O0O Nornor 248, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia ll',lomor 4MB);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentarng Pengelolaan
Lingkunganr Hidup ( Lembarcn Negara Republik lndonesia Tahun
1982 Nontor 68, Tanrbahan l-embaran Nr:gara Rerpublik

lndonesia lt,lomor 3699);

Undang - lUndang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Ka$upaten Si;,eruyan, Kahupaten Suka ara,
Kabupaten Lamandau, Kabupatetr Gunung lv{as, Kabupatent
Pulang Pisau, Kabupaten Munung Raya dan Kabupaten Barito
Timur dalam Wilayah Propinsi Kilrlimantan Terrgah (Lembaran
Negara Ralpublik lndonesia Tahurn 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran lrlegara Republik lndoneruia Nomor 4'1t10);

Mengingat

b.

: 1.

2.

3.

4.



5. Undang - lUndang Nornor 10 Tahun 2$A4 Tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-Undangan(L.embaranl'legara Republik
lndonesia'Iahun 2004 Nomor 53, Tannbahan Lembaran Negara
Republik Nlomor 4389);

6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2O|M tentang Jal-ryl
(Lembiran Negara Replubik lndorrresia Tahun 1987 Nomor 132,

iambahan Lembaran Negana Ftepublik lndonesia Nomor 4444);

7. Undang-Unrdang Nomor 32 Tahurr zCIM tentang Pemerintahart

Daerati (L.emblran Negara illepu.rblik lndonesia Tahun 2004

Nomor 1iti, Tambahan Lernbaran Negara Reprlublik lndoneEia

Nomor 44}7\sebagaimana telalr diubah dengan Undang -
Undang Nqrmor 8 Tahun 2005 tenrtang Peraturetn Pemerintah
pengginti Undang - Unclang Nornor 3 Tahunr 2005 tentang
periUanaruAtas Undapg - undang $rlomor 32 Tahun zAg4

tentangPtemerintahanDaerahnnenjadit,Indirng
(Lemblran Negara Republil< lndonesia Tahun 21005 Nomor 108,

iambahan Lembaran Negarra Repllublik lndonesfia Nomor 4548),

sebagaimarna telah diubah dengan Uldang - Undang Nomor 12

Tahun 20c|8 tentang Perubahern Kedua Atas Urirdang - undang
Nomor 32'Iahun 2OO4 tentilng Penrerintahan Darerah (Lembaran

Negara Rcrpublik lndonesiil Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Nlegara Republik Indloneriio Nomor A'8lA);

8. Undang - lJndang Nomor i!3 Tahurn 2004 Tentaing Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Purrsat dan P,enrerintah Daeraft
(Lemblran Negara Republik tndonesia Tahun zOM Nomor 126

iambahan Leribaran Negana Ftepuriblik lndonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nonlor 27 'Tahun 1999 tentang Analisis

Dampak fl-ingkungan t-liflup (L.embaran Negara Republik

lndonesia tahun t0gg tt,crnor 59; 'fambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (L.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A01

Nomor 118, Tambahan Lembarain Republik lrldonesia Nomor

4138);

11. Peraturan Pemerintah Nrcmor 66 1'ahun 2001 tr:ntang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Rr:publik lndonersia Tahun 2001

Nomorll$l,Tambahan Lembaran Negara Reprublik lndonesia

Nomor 4'13t9);

12. Peraturan Pemerintah llonror 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaetn Keuangan Daerah (Lembaran Niegara Re.publik

lndo-nesia'rahun 2005 Npmor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor il8 Tiahun 2007 tentang Pembagiart
Urusan Pemerintah antara P,emerintah, Pernedntahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahn Daerah Kabupaten/l(ota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahart

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4l7il7);

14. Peraturan Daerah Nomor I Tatrun '20A7 tentang Retribusi
lzin Gangguan (Lembaran Oaerah Kabupaten Katingan Tahurt
2007 Nomrcr 8);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pgmerintahan yang menladi Kewenangan Pemerintah



Kabupatenr Katingan (ll-embaran Daerah Karbupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomon 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerjia lnspektorat, Baclan Perencanaan Pembangunart
Daerah dao Lembaga Teknis lDaerah Kabupaten Katingan
(Lembaranr Daerah Kabupaten Katingan Tahun 21108 Nomor 6 );

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentanEl
Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengart
Peraturan Menteri Dalarn Negeri hlornor 59 Tilhun 2007 tentang
Pengelolaatn Keuangan Daerah).

Menetapkan

MEMUTUSKAXOI :

PERATURAI'I BUPATI K/\TltlGIN TENTIIN,G PETUNJI,.| K
PEI-AKSAN/\AN PERATLIR'iN DAERAHI KABUPATEI{
KATINGAITI NOMOR 8 TAHUI{ 2OIO7 TENTAI'IGi PENERBITA!'II
rzrN GANGG UAN (HO)

BAB I

I(ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutran tsupati iniyang riimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adarlah penyelenggaraan urusan pemrerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPIID menurut asas otonoml dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluiirs-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagaimiana dimaksud dalam Undang - Undanrg Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Pemerintirh Daerah adalahr Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenl;ggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Pr>nrvakilan Rakyat Dar,erah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Penryakilan Rakyat Daerah se,hagai unsur penyrelengginraan Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sel,iretaris Daerah Kabupaten Katingan.

6. Perangkat Daerah adalah Orrganisasi / Lernbaga paola Pemerinltah Daerah, terdiri
atas Sektretaris Daerah, Sel,uetariat DPRD, Dinas l.)aerah danr L,embaga Teknis
Daerah.

7. Kantor Pelayanan Perizinan 'l[erpadu ( KP2T ) Kabutrraten Katingain adalah Kantor
Pelayanarn Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Kaitingan yg Inenyelenggarakan
Pelayanarn mulai dari proses F,ermohonan sampai denrgan pengambilan dokumen
dilakukan di satu tempat / satu pintu.

8. Pelayanarn Perizinan adalah pelayanan yang diberifiian oleh pemerintah kepada
badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegliatan / usaha sesuai dengan
ketentuanr dan peraturan yang berlaku.

L Pelayanarr Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh premerintah yang
tidak terkait dengan kegiatan rusaha.

10. lzin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dlengan itu, yang
diterbitkan oleh lnstansi yang; berwenang dan diberikan kepada prengusaha untuk
menjalankan kegiatan usahanrya.



11.lzin Ganl;guan yang selanjutnya disingkat H0 adalarh lzin yang diberikan kepada

,ong pLii-Oadi atal badan bitokasi usaha dan/artau kegiatan tertentu yangl

nnenirnbulkan Uanaya, kerugiirn dan ganggtran(Suaril, Bau, Air l3uangan / Limbah'

Kotoran, nsaf,- A(ibat Ali'crhol/Miras, Ainaya Keltakaran, Kerelsahan Sosial ,

An..r"n Keseiamatan Jiwa Manusia, Ancanlan Terl"radap Moral, kebudayaan dart

n<"priOrOilrn gangsa), tidak termasuk jenis usaha danr/atau kegiatarr yang lokasinya

tetJn Oitunjuk ob[ Pemerintah atau Pemerintah Kabugpaten Katingan-

12. tsadan adarah sekumpulan orang dan atau modal larng-merupakan.kesatuan baik
- 

F,rg merlakr.lkan usaha yetng meliputi Perseroan Terbatas (PT)' Perseroan

korianditer, perseorangan iainnya, Badan Usaha Milil< Negarg ata.u Daerah dengart

nama dalam bentuk apiprn, Firma, Kongsi, Koperasfr, Dana Pensiun, Persekutuan,

Vry"urn, Organisasi Sosial F,olitik atau Organtsasi Seirjenis, Lembaga, bentuk usahet

tetaP dan bentuk lainnYa.

13. perusaharan perorangan atCalah perusahaan yang riimiliki olelh perorangan yang- 
u".rru pribadi bertinJak sebiagai pengusaha runtuk ntengurus darn mengelola serta

,"ng*,"i secara langsung-sendiri-perusalhaan nriliknrya danr tidak merupakan

suatu baclan hukum atau suallu persekutuan'

14. Retribusi Daerah yang selanliutnya disebut retribusi, adalah pungulian daerah yang- 
,r"b"gui prembrayairn it". jasa aiau pemberian iziin tertentu yang khrusus disediakan

rjan ltau diberikan oleh Penrerintah Daerah untuk kepentingart perorangan atau

badan.

15. Golongarr Retribusi adalah pengelompokqt retribusi yang meliputi Retribusi Jasa

Umum] RetribusiJasa Usaha dan Retribusi Ferizinan Tertentu.

16. Retribusi Jas6 Umum adalah retribusi jasa yang disecliakan a'tau diberikan olele

pemerintgh Daerah untuk tr.rjuan kepentingan dan kemanfaatian unrum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Jasa Usaha adalalr retribusi atas jasa yang disediakarn oleh Pemerintatl

Daerah clengan menganut jrrinsip komersial karenia pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor wisata'

1g. Retribusi perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatian terteintu Pemerintah

Daerah rlalam rangka pemberian izin kepada perorangan atetu"badan yang

dimaksudkan untuli pembinaan, pengaturan, petnbinaan, pengendalian dan

pengawatian l<egiaran pemanfaatan ruang penggunaan sumber da,ya alam barang

pra"laran,, atau iasilitas tertenrtu guna melindungi kepentingan urnulm dan menjaga

kelestarian lingkungan.

1g. \Najib Retribusi adalah perorangan atau badan yang nnenurut Peraturan Perundang-

undangar, Retribusi untuk melakukan pembayaran retriibusi.

20. Luas Tenrpat Usaha adalah llras bangunan utama diln bangunarr penunjang untuk

kegiatan tlsaha;

21. lndek Lolrlasi adalah nilai yanrg ditetapkan berdasarkern l,etak lokasijalan/ruas jalan

dan sungai menurut klasifikasi.

22. lndek Galrgguan adalah nilairrang ditetapkan berclasatkanr tingkat bahaya, kerugian,

dan ganglSuan yang ditimbulk'an oleh usaha dan/atau ltegiatan.

23. Jalan Artgri aclalah jalan yangt melayani angU<u1tan jarak jauh dan sedang, kecepatan

rata-rata tinggldan jumlah jaliln masuk dibatasi.

24. Jalan Kofiaktor adalah jalan yiang melayani angkutan jrarak sedang, kecepatan rata-

rata sedatrg dan jumlah jalan rnasuk dibatas!'

25. Jalan Lolkas adalah jalan l,,ang melayani angkutarrn setempat, dengan ciri-ciri

pelayanart dekat,

26. pemrakarsa adalah setiap or€rng atau badan yang melakukan kegiatan usaha'

27. penyandirrg atJalah orang atau badan yang memitiki klmpat /lahan / bangunan yang

berd'ampirrgan dan/atau berbartasan dengan tempat usaha dan /atiau kegiatan.



28.,AMDAL (Analisis Mengenai fl)ampak l-ingkun6lan ) adalah kajlan mengenai dampak

hesar dan pentingnyi suatu usaha dan/atau kegiarltan yang dlirelncanakan pada

Iingkungarn hildup 
-ying 

diperlukan bagi proses pengambilan ke;putusan tentiang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan'

2g. {.lpaya pengelolaan Lingkungan Hidup (IJKL), Upaya Pemantauan Lingkungan

HflOup (LtpL) dan Surat Pelnyataan Pengrelonaan Lingkungan (SPPL) adalah

berbigai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungian Y?ng wajib

dilaksanaikan oleh pemrikarsa dalam rangka peng;endalian dampak lingkungan

sesuai de,ngan standar pengerlolaan dan pemantauan lingkungan hiclup.

30. Surat Per.nyalaan Pengelolaarn Lingkungan Hidup (SPPL) adalah siurat pemyatiaan

yang dibr.et oleh orang dan/atau badan dalam mengelirola lingkungannya.

31" pemeriksaan Lapangan adarlah serangkaiarr kr:glatan pengukuran luas tempat

usaha yang menimOutfan gangguan untuk rnendapeirtkan luas tenrpat usaha yang

sebenarnyi dengan membavya Surat Perintah Tugas dan membuat Berita Aeara

Pemeriksaan oleh Tim Teknis; KP2T.

32, Masa Retlribusi adalah jangkar waktu tertentu yang m!:)rupakan bratas waktu tertentu
bagiWajitb Retribusi untuk memanfaatkan lzin Ternpal[ Usaha.

33. Surat Keletapan Retribusi Darerah yang selanjutnya riapat disingkart SKRD, adalah

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah reitrihusi yang terutang.

34. lndustri adalah kegiatan men:goloh bahan baku meniiadi bahan sellengah iadi atau

bahan baku / bahan setengah jadi menjadi bahan jadi,

35. Surat Permohonan lzin Gangguan yang selanjutnya disehut SP-t-lO adalah Formulir
pennohslran izin yang diisi qrleh Berusahaan yang nlemuat data{lata Berusahaan
dan persertujuan lingkungan untuk memperoleh lzin Gilngguan.

36. perubahan Perusahaan adlalah perubahan clata perusahaan yang meliputi
perubahan nama peruSahaan, bentuk perusahilan, alamat usaha, nama
pemiligpelnanggung jawab, kelembagaan,perluasan usaha, kegleltan usaha danr

jenis usatta.

37. Daerah trlrpencil adalah wilaryah kecamatan yang srpcara geografis letaknya sullt
dUangkau dan hanya dapert dicapai dengan pesawat udara atiau angkutan

lauUsungili.

3g. pejabat Penerbit HO adalah Kepa[a Dinas/Badan/Kantor/Camat yang

bertanggungjawab di bidang lzin Gangguan cliwilayah kerjanya atau pejabat yang

be*anlgungjawab dalam Pelayanan Perizinan Terpadu atau peiabat lain yang

ditetapkan berdasarkan peratrlran ini-

BAB II

[llN GANGGUAN (l'1())

Pasal 2

Setiap p€rorsrngsn atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiiatan di wilayah

XaUupaten Kiltingan yang meninrbulkan bahaya kerugian dan gangguan oleh aktivitas

usahanya wajib memilki lzin Ganglguan (HO).

Pasa! 3

(1) Penggglongan perusahaarr terdiri dari yang ntenirrnbulkan gangguan dan yang

tidak menimbulkan gangguan'

(2) Penggcllongan perusahaan sebagaimana dimaksucll dalam ayat 1 (satu) pasal ini' ' 
tercintr.rm dalam Lampiran X yang merupakan bagirtn yang tidak terpisahkan dari

Peratutan EuPati ini.



Pasal t$

(1) lzin Gangguan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perorelnganlbadan dan

berlaku untuf melakukan usaha diwilayah Kabupaten Katingan.

(2) lzin Gangguan diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab usaha

atas nama Perorangan/baclan.

(3) lzin G;ingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat. dliberikan kepada

cabanl; penusahaan Jahnr negeri dan cabang perusahaan asing sesuai dengan

;;G;ffig-undangan yan$ berlaku tentang pembukaan eabang perusahaan.

Pasal 5

(1) lzin Gangguan berlaku selama perorangan/badan menjalrankan kegiatan

usahatrYa.

(2)perorangan/badan sebagirimana dimaksud padiia ayat (tl lvaiib.melakukart'-'p;;;t"-t"n ulang/perpai,lang"n lzin Gangguan (H0) Eetiap 1 (satu) tahun di

kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)'

(B) Bagi perusahaan yang nlengadakan perluasan tempat usaha .melebihi 30%
'-'[ini"t, tempat atau Oiti*: nama diwajibkan pg.rylaJ_r1kan permohonan kepada

bupatiCq. Kantor Pelayanztn Perizinan Terpadu (Kit'2T)'

Pasal 6

(1) Bilamarna pemegang lzirrr Gangg.uan menghentlkan atau menutup kegiatan

usahalya yang Eeriangft*an waJiU qeqperitahuil<an dan menrgembalikan izin

Oim"fguO [."piO" gupiti Katingan Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPzr).

(2) Bilamana terjadi perubahaan kegiatan usaha. maka lzin Gangga.un yang_telah

diberikan haius diperbahauui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati

Katingan Cq. Kantor Pelayernan Perizinan Terpadu (KP2T)'

Pasal 7

lzin Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegnng izin menghentiltan kegiatan usahanya;

b. pemegang izin mengubahrrmenambah jenis usaha tanpa mengajukan perubahan

kepadir Bipati Cq. Kintor 1Pelayanan Perizilan Terpadu (KP2T).

c. Tidak rnela[<ukan daftar ularng/perpanjangan;

d. Usahanya melanggar Peraturan Perundang-Undan'gan yang bertaku;

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1) Bupati memiliki kewenangern pengaturan h{O.

(2) Bupati menyerahkan/mernberikan kewenangan penerbitan 99n penanda' ' 
tanganan lzin Gangguan (1-lO) atas nama Bupati Kiatingan kepada Kepala lGntor
Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)-



BA8 IV'

DOKUMEN PERSiYARATAN TAT/\ CARIII PEN ERBI'TA'N

tztN GANGGUAN (HO), PEMBUI(AAN KANTOIi GABI\NGTPERWA](LAN USAHA,
PERUBAHAN D,AN HO YANG HlLAhlG ,TATAU RUSAI(I

Pasal I
(1) SP-HO baru diajukan kepada Pejabat Penerbit H() dengan nnengisi formulir SP-

HO sebagaimana tercantr.rm dalam Lam;riraran l, rJengan meliarnpirkan dokumen
persyerratanr sebagaimana tercantum dalam Larnpiran ll Peraturan ini.

(2) SP-HC) harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau pernanggLlng jawab
usaha dan caP Perusahaan.

(3) Pihak ketiga yang mengurus HO baru atau pelrubiahan, wajib melampirkan sunat
kuasa yang bermaterai Rp. 6000,- dan dlitandatangani oleh Pemilik atau
Pengurus atau penanggung jawab usaha.

Pasal 10

(1) Paling lambat 10 (seputuh) hari kerja terhitung sejak diterinnanya SP-HO dan
hasil pemeriksaan lapangan serta dokumen persyaratan sec€lra lengkap dan
benar, Pejabat Penerbit l-llO menerbitkarr t{O dengan menggunakan Keputusan
dan Belntuk Tanda lzin Gangguan sebagairnana daulam Lampinan lll Peraturan ini,
dengarn ketentuan sebagal berikut :

- Warma Putih, Ukuran 2n,5x 33 cm ( Folio );

(2) Apabilrr SF-HO dan dokurnen persyaratan dinilai helum lengkap dan benar olett
Tim Teknis, Pejabat Penrrerbit HO membuat surut penolakan penerbitan HC)

kepada Pemohon HO prialing lambat 3 (tiga) hari kerja terrhitung tanggal
diterimanya SP-HO.

(3) Pemotron HO yang ditolal'i dapat mengajukan kenlbali permohonan HO dengarl
terlebiir dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan rjalam Peraturan
ini.

Pasal 11

(1) Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha, yang membuka usiaha di wilayah
Kabupiaten Katingan yang menimbulkan gangguan wajib memiliki lzin Gangguan
(HO), ,Cengan dokunnen persyaratan sebagaimanil dalam lampiiran ll peraturan
ini.

(2) Kantor Cabang atau Penwakilan Usaha, yang membuka usiaha di wilayah
Kabup'aten Katingan yang tidak menimbulkan garlgguan wajib melapor secara
tertulis kepada pejabat perrrerbit lzin Gangguan (H()) ditempat kerdudukan Kantor
Cabang atau Penruakilan Uriaha tersebut berada.

(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) secara lengkap dan benar,
Pejabart Penerbit HO mencatat dalam buku Registerr Pembukaan Kantor Cabang
atau Perwakilan Usaha darn membubuhkan tanda tangan dan cetp stempel pada
halaman depan fotocopy HO Kantor Pusat.

(4) tzin Gangguan (HO) yang telah didaftar sebagainrana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sebagai lzin Gangguan bagi Kantor Cahang atau Pernrakilan Usaha
untuk rnelafi<ukan usaha di Kabupaten Katingan.



Fasal 12

(1) Setiap terjadi perubahan data HO, Pemrilik atau Pengurus atau Penanggung' ' jawab Usihra wajib mengajukan SP-HO perubahanr dengan mengajukan formu[ir

lebagaimana tercantum clalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll Peratunln ini.

(Z) pating tamhat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terima $P-HO perubahan
' ' 

denginr dokurnen'plndukurng secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit H0
menlrtritkan l-,{O perubalran dengan menggunakan formulir sebagaimaraa

teroantum dalam Lampiran ll Peraturan ini.

Pasal 13

(x) Dalam hal Ho hilang atau rusak, Pemilik atau Penpurus ahu Penanggungjawa!

Usaha yang bersangkutam wajib mengajukarr perrnrohonan penggantian HO

kepada 
-pe.laOat yang rnenerbitkan HO diterrrpat kedudukan [-lsaha, dengart

melampirkah Oottimen sebagaimana dimaksud daliirm il-ampiran l[ Peraturan ini.

(Z) paling llambat 3 (tiga) hari lrerja terhitung sejak diterima penggiantial HO dengan' 'dokgmen peneutung seeaia lengkap dan benar, Pejabrat Penerbit H0
menerhritkan HO Pengganti dengan Fonnrulir selbagaimana tercantum dalam

Lampirirn lll Feraturan ini.

BAB V

BIAYA
Pasal 14t

(11) Besarnya biiaya lzin Gangguan menggunakarn rumus:

Luas Temprat Usaha x lndlek Lokasi x lnrdek Giangguan x Tarif

(2) penetapan lndek Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagaii berikut:

a. Jalan A*eri Primer danr Sekunder, besar indeknya = 4

b. Jalan Kolektor dan Sungai Katingan pada Umrumnya, besar indeknya = 3

c. Jalan Lokal, besar inderknYa = 2

(3) penetapan lndek Gangguarn sebagaimana dirnaks;ud pada ayat (1) didasarkan' ' 
pada b,isar kecilnya gangguan dengan klasifikasisr:bagai berikutt:

a. Perusahaan lndek gamgguan besar, indel<nya x Q'

b. Perusahaan lndek gangguan sedang, findreknya * 3

c. Perusahaan lndek galTgguan kecil, indeknya = I

(4) p6nsip dan sasaran dalanl penetapan struktur dan besaran biaryaltarif retribusi' 'didasaykan pada tujuan urrtuk meningkatltan Perrdapatan Asli Daerah (PAD)'

biaya/tarif diiritung berdasarkan ketentuan srebagainnana ayat (1) sebagai berikut :

a. Luars sld 100 m2sebesiar * Rp.4$0/nr2

b. Luars 10{ mz eld 1000 tn2 sebeear :r Rp' 350/rn2

c. Luars 1001 m2 s/d dan seterusnya sebeman E R'p. 2S0/m2



(5) Untuk Ho yang rusak atiau hilang bag.i. usaha Prilrorangan atiaru Badan Hukurn
t-'r"punj.ng 'OisZ 

OiOuktikan Oapit iiberikan panggantian (Duplikat) dengan

dikenakan Ulaya .uUut"t 10% (sepuluh persen) dari biaya lzin yang telah

ditentukan.

(6) Untuk perubahan HO bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan
'-' ai"y" gebesar ,10% (sepulLrh persen) dari biaya lzirrr yang telah dillentukan.

(7) Untuk Pendafiaran ulang atau perpanjangan dan Fembukan Kantor
' 'Cabang/eerwaiiian Perusia[aan HO bagl Usaha Perorangal atay Badan Huktlm

dikenakan giaya seperti ayat (1),(21,(3) Oan (4) dari biaya lzin yang telah

ditentukan.

BAB VI

PEHIERIKSAAN LAPAI'IGiAN DAN BIAYA PEMEIIiIIKSA/AN I.APANGAN

Pasal 15

(1) Dalam penghitungan rumus se.perti Pasal 14 ayat" (1) tersebut-diatas, diadakaru

pemeriisaa-n 
"edr" 

langsiung ke lapangan oleh 'l'im Teknis Kantor Pelayanan

Ferizinan Terpadu Kabupaten Katingan'
(2) Terhadlap pemeriksaan telsebut aylt (t) tl.ibuatkan tserita Acara Pemeriksaart

dan Denah Lokasi Usaha oleh Tim Teknis KP2T, sebagaimana dalam lampiran

lX perarturan ini.
(g) b6il lfang ditimbulkan dafiam pemeriksaan lapangan ini dibebankan pada DPA
" KpiT,"dalam bentuk Perjjalanan Dinas dalam daLerah sesuai ketentuan yang

berlaktt.

BAB VII

PEI.APORAN

Pasal 16

(.1) pemilik: l-to yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-

turut ertau meriutup usahanya wajlb rneil'lyampeuikan laporan secara tertulis

iepader pejabat Penerbit HO disertaialasan penutupan dan menglembalikan HO-

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peiatrat Penerbit HO
'-'mengetjarfin keputusan penutupan perusahaan/tempat ugaha dengan

menlgun"kan Formulir sebagaimana tercanrtunt dallam lampiran lV Peraturan ini.

Pasal 17

(1) pejabat Penerbit HO hanrs menyampail<an laporan perkembarlg?l penerbitan
' 'dair pr;ncabutan HO serta penutupan usaha kepada Bupati Katingan Cq.

Sekretgris Daerah Katrupaten Katingan clengan temlcusan Kepala

Dinas/tladan/Kantor/Camat yang bertanggungjawab di bidarrrg perizinan pada
pernerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan menggunakan formulir

sebagarimana Lampiran V lreraturan ini'

(2) Laporan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) tlisampaikan sietiap 6 (enam)

bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 1E

(1) Dalam halwajib retribusitirlak membayar dan atau kurang mennbilyar, setelah 15
' ' (ti*, br:las) hiri, terhitung daritanggal Surat Ketetarpan Retribusi Daerah (SKRD)

ilikeluarkanlOiteOi*an dikeinakan langsi denda atiministrasi berrupa bunga 2%

(dua perrsen) daritotal ketettapan yang harus dibayar.



(2) Bagi perusahaan peroran(;an atau Badan l"lukum yang terlambat memperbahartli
perizinan dari waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi clenda administrasi
seban'yak 2o/o (dua persen) dari biaya perizinran yang clibayar.

Pasal 19

(1) Pemilil< atau pengurus ateru penanggungjawab perusahaan ya{p telah memiliki
HO, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),-

Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayal (1), Pasal (15) dikenakan sanksi administratif
berupa Peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit HCI'

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling b3nyak
1 (satr.r) kaii dengan tenggurng waktu 1 (satu) mingglu terhitung sqiak tanggal surat
peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit HO.

(3) Pering,atan tertulis sebagaimana dimaksud pada euyat (1) menggunakan f<lrmulir

sebagaimana tercantum dialam Lampiran Vl Peraturan ini.

Pasal 20

(1) Pemilik atau pengurus atrau penanggungjawab usiaha yang telah memiliki H0,
yang tidak nnenghiraukan peringatan tertulis sebagurimana dimaksud dalam Pasafl

tS iyart (2) atau pasal 7 huruf b, huruf c ctrikenaknn sangsi administratif berupa
pembe,rhentian sementara HO paling lama 3 (tiga) lpulan.

(2) Pemberrhentian sementarar HO sebagaimana dimarlksud pada ay'at (1) dilakukan
oleh Pejabat Penerbit H() dengan mengeluarkan l(eputusan Pemberhentian
Semerrtara HO.

(3) Keputusan Pemberhentian Sementara HO sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunkan formulir seba6;aimana tercanturm dalann lampiran Vll Peraturan ini.

Pasal 2'l

(1) Pemilitl atau pengurus atau penanggung jawab usaha yang telah memiliki HO
yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

dikenalkan sanksi administratif berupa Pencabutan htO.

(2) Pencalrutan HO sebagaimana dimaksud pada ayiat (1) dilakukrn oleh Pejabat
Penerbrit HO dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan H0.

(3) Keputusan pencabutan t-{Cl sebagaimana dlmaksurJ pada ayat (21) menggunakan
formulin sebagaimana tercarntum dalam Lampiran V[ll Peraturan ini.

Pasal 22

Pelanggararn terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Peusal 7 huruf b, huruf c, dan
dikenakan rsangsi sesuai dengarn ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Untuk Penerbitan HO pembubuhan tanda tangan Pejahat Fenerbit HtC dalam rangka
peningkata;n PAD daerah dan keabsahan dokunten lzin menggunal<an Leges dengan
Nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Leges tidak ada atau habis,
maka yang digunakan adalah Ntaterai Rp. 6.000,- (enant ribu rupiah).



BAB X

KE ENTUAN PERALIHANI

Pasal 24

lzin Gangguan (HO) yang diterbitkan sehelurn ditertapkannya Petraturan ini tetap
berlakrr sampai habis masa berlakunya dan selama perusahaan menjalankan
usahatrya.

BAB XI

KiETENTUAN PIEI{UTUP

Pasal 25

Pemturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undang;kan.

Agar setiap orang mengetahuinyra, memerintaht<an p,engundangan Periaturan Bupati ini
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabuparten Katingan.

Diteterpkan di Kasongan
pada tanggal, 'O - og "- 2009
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DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN BUPAT! I(ATINGAI{ ..

l{onflOR z .3..7 TdHun 'doo''

iXdiEiiu ; ;:iii:::;:'!;. 9|):-'.?Qi.it

2. IAMPIMiN ll :

3. IAMPIRIA'N lll :

4. ISMPIRF,N IV :

5. IAMPIM'N V :

6. LAMPIRAN V[ :

7. LAMPIM,N VII :

8. ISMPIRA'N VIII:

9. LAMPIM'N IX :

10. LAMPIRF.N X :

DfFTAR LAMPIR,ANI

Surat Pemtohonan lzin Gangguan (,HO) ( SP - H()).

Dokumen ;:rersyaratan permohonan HO Baru, pendaftaran ulang,

pembukaarn kantor cabang/perwakilan, perubahan, pengganti

yang hilangl atau rusak, dan contoh surat pemyataan'

SK dan Bentuk Tanda lzin Gangguan (HO)

Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan.

Formulir Letporan Perkembangan H0

Formulir Surat Peringatan Tertulis.

Form ulir Keputusan Pembertrentiarl Sementara HO.

Formulir Keputusan Pencabutan H().

Formulir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

Jenis Usaha yang menimbu[kan Gangguan dan yang tidak

menimbulkan gangguan.

EIUPATI KATINGAI'I
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LATilPIRAN I

PERATURAN BU1PATI KATINGAN
NOllloR :

TANGGAL :

EORHULIR FIERMOHONAN EIN GAt'lGGUAl{ (HOl

KePada
Yth. BUPATI KATINGAiI

Cq. Kantol' Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
Kabupaterr lGtingan
Di-

lGsongan

Nomor : ..............
Lamp. : 1 (satu) set berkas

Yang Beftanda tangan dl bawah lni :

Nama
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Dengan lnl mengajukan permohonan lzin Gangguan (llO) :

a. Usalra baru ') d. Perubahan ") sb. Perlrrasan usaha ') e. Perpanjangan HO No. ...'..-...'.... .".........'..'........" -)

c. Pindah tenrpat usaha J f. Penggantian Hilang atau rusak ')
Keteranqpn Psrus3haan

a. NamaUsaha/Perusahaan
b. Nama Pemilik
c. Jenir; Usaha
d. Alanpt ternPat usaha

e. Status Ternpat Usaha
f. Bentuk Badan Usaha

S. Luasr Tempat Usaha (PxL)
h. PersetujuanLingkungan

Kecamatan,...
Kelurahan/De$a............... ...1'e1fr.......,...........
Milik Pribadi/ Sewa / Kerjaeirma*)
Perorangan IPT ICV / KoPonasl/ Firma / BUL.'.'...'*)

.....m2

Keteranqan Nama I.lers€tuJurn Tanda Tangan

Pernitik Tempat Tidak Koberatan / l(obercrrtan -)

Sebelah Depan Tidak Keberatan / l(eb€r;lrlen ")

Sebelah Balakang Tidek Keberatan / Keberatan *)

Seb€lah Kanan Tidak Ksb{rretan / Kebertrtan ")

Sebelah Kiri Tidak Kaboratan / l(ebon(an ")

NlP. ..............

Catailan :

1 b€ritBnda/dilingkar&Jah 8atu
") co,Bt yang Ud.k Psdtl



LAMPIRAN II
PERATI..IRI\N BUPATI KATINGAN
t{oi,loR
TANGGAT

DOKUMEN PERSYARATITN

PERI/IOHONAN HO BARU
a. Usaha Orang pribadi atau Perorangan (Po);

Mlengisi Surat Permohcrnan lzin Gangguan (HO);

Mlelarnpirkan copy persetujuan/rekornenclasi dokumen AMDAL danlatau

UKUUPUSPPL;
Rekonrendasi dari lnstarnsiTeknis (sesuai dengan lzirr yang diurus);

Foto eCIpy KTP pemohon yang magih berlaku;

fri" #pv tanda UuXti Xlpe-nrilikan/pernguasiaan tanah (dengan memperlihatkan

aslinya),
F,rto 

"dpy 
IMB dan atau bukti pemilikan/penguasa.an lrangunan termpat usaha;

rano" Lunas Pembayaran PBB sampat tahun berjalarr/tahun sr:br:lumnya;

Surat Pernyataan memiiiki alat pemadam (bagi u$t!1 BBM);
gAFL ( Berita Acara Pemeriksaaan Lapangan) dard Tim Teknis Perizinan.

b. Badalr usaha atau Eadan l{ukum (PT,CV,Ktlpeuasi,il:imna,BUL};

il Mlengisi Surat Permoho'nan lzin Gangguan (HO);

2)Mlelarnpirkancopypersetujuarr/rekomenclasidokumenAMDALdarlataul
UKUUPUSPPL;

3) neXomenOisi darin lnsl,iansiTeknis (sesuari dengan lzln yang diunrs);

4i Frrto coPY KTP pemohorrr !?rl$ masih berlaku;

S) r,tto <fpy Arta pendilriin Ferusahaanltake over/perjanjian kerjasama (dengani

6r gmpErlihatKan aslinYa) ;

6) r,cto copi-iinO" Uutti'fepemilikan/pernguasaan tanah (dengan memperlihatkant

adinya);
7) Foto copy IMB dan atar.r bukti pemilikan/penguasaiern bangunan tempat usaha;

gi Tianda fjnur pembayaran PBB sampaltahun berjillanftahun sebelumnya;
gi surat pemyataan memiillikialat pemadam (bagiusaha BBM);

tb) Anpl ( Berita Acara Penneriksaaan Lapangarl) daniTim Teknis Pelrizinan.

II. PERIiOHI)NAhI PERPANJANGAN 
' 

PENDAFTAITAN UL/\NG

MengisiSP-HO
HO At;li;
Melanrpirkan copy persetujuan/rekomendasl ,rcokumen AI/IDAL dan/atau

UKUIfPU$PPL apabila ada Berubahan;
il"ilirp'i*un Oenir, ioliasi dlran ukuran tempat usalra afipabila ada perrubahan;

Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;

BAPL ( Berta Acara pem6rit<iaaan Lapangan) dariTinrrTeknis Perizinran'

It[. PERHOHI)NAN PEMBUKAA$'I KANTOR CABANG 
' 

PEF:IN'AKII.AN PERUSAHAAN

MengisiSP-HO
fr4ei"lrrpiifun denah lokasi/site plant dan ukuran tempat usaha;

Foto copy HO asli (aPabila ada);
fotoetpi Dokumeri pembuhraan Kantor Cabang/Peruvarlrilan Perusahaan;

Fotoarpy KTP penanggungjawab perusahaan;

Foto ijpv tanda Ulr-fti 
-lrepemilitrarVpenguasaan tanah (dengan memperlihatkan

aslinyil);
Foto .ripy IMB dan atau bukti pemilikan/penguasaan bangunan ternrpart usaha;

Tander Uunas Pembayaran PBB sanrpai tahun berjalanltahun sebelumnya;

FJtogrpy Surrat peni.rnjukkan sebagai Penanggtlngjerwab Kantor Ciabang/Penarakilana

Perusiahaan;
10) Surat pemyataan dari Pennohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang / Peruvakilan

Perusrahaan bermaterai;
11) BAPL ( Berita Acara Pemeriksaaan Lapangan) da!,i Tinn Teknis Perizlnan.

1)
2)

3)
4)
5)

5)
7)
ts)

e)

1)
2)
3)

4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

v)
B)
e)



IV, FERTSOHIONAN PERUBAHAN

1) Mengrisisurat Permohonan HO (SP-HO);

2) HO Atili;
3i Data lrcndukung Perubahan;
|i BAFL t eerita A-c;ra pemeniksaaan Lapangan) dari Tirrr Teknis Perizinan.

V, FERISOHONAF.I PENGGANTIAN

a. HO Yang hltang;

1) Mlengisisurat Permohonan lzin Gangguan (HO):

2i Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;

3i F,oto copy HO yang lamra (apabila ada);

b, HQYang rusak;

1) Mlengisisurat Permoho'nan lzin Gangguan (HO);

2) HOAsli;

VI. CONTOHI SURAT PERNYATAAN :

KOP SURAT PERI.JSAI.IAAhI

SURAT PERNY'A'il'AI\N

Yang bertanda tangan dibawah inri :

[.{arna

Jabatan

Narna Usaha'Perusahaan

Alamat Usaha/Perusahaan

Dengan ini mrenyatakan bahwa k.antor perusahaan beralamaUberdomisili sebagaimana

yang telah kami nyatakan diatas irdalah benar adanya'

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudianr hari

surat pemyalaan ini tidak benar, maka kami bersedia ditr,rntut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlal<u dan HO perusahaan yang telah cliterbitkan untuk

dibatalkan dan dicabut.

Tempat, tanggal

Tand,,zt tangan dan OaP Perusahaan
di a,fas Materai se>cukuPnYa

Nama & Jabatan



LAMPIRAN III
PERATUMN EIUPATI I(ATINGAN
NOMOR
TANGGAL

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOIA....

KEPUTI,IISAN BUPATI ru\NNGAN
Nomor : .....1 ......../... ..1 KPZT I 2.,,......

TENTANG

rztN GANGGUAN (F$O)

EIUPATI KATINGAN

Menimbang a, bahwa suriat permohonan

Mengingat

c.

: 1.

2,

bahwa persyaratan teknis dan adnrinistrasi yang diperlukan dalarn
pemberian lzin Gangguan yang mernililki ganggubn kEcil / sedang /
besar "*) telah terpenuhl maka harus diterbitkan rKeputusan Bufati
Katingan tentang Pembeniarn lzin criangguan bahvya untuk maksucl
tersebut porlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati lKatingan;

bahwa untuk maksud tersehut perlu ditetapkan dengan Keputusan
BupatiKatingan.

undang - Undang Gangguan staartsblad rahun 1g26 Nsmat 226
yang telah diubah dan disempumakan terakhir dengan staatsblad
Tahun 1940 Nomor450;

Undang -' undang Nomor 23 Tafrun 1gg7 tentang pengelslaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik rndonesii Tahu.rn
1982 Nonror 68, Tambahan Lembarran Negara Rrapubrik tndonesiar
Nonror 36119);

Undang - Undang Nomor 5 Tahurn 2002 Tentang pembentukanr
Kabupaten Katingan, Kabupaten Sieruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupatenr Lamandau, Kabupaten Gunurng Mas, KabuBaten pulanrgl
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalamr
\Mlayah P'ropinsi Kalimantaur Tengah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 l-lomor 18, Tambahan Lembaran Negarar
Republik lndonesia Nomor 4180);

undang - lJndang Nomor 10 Talrun 1100,{ Tentang pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lennbaran Nergara Republik
lndonesia Tahun 20O4 Nornor 53, T:rmbahan Lembaran NLgara
Republik lmdonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 3? Tahurr z}w tentang pemerintahanr
Daerah (Lr:mbaran Negara Republil,c lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tanlbahan Lembaran Republik lndonersia Nomor {H;gT)
sebagaimana telah diulrah dengan undang - Undang Nomor g rahun
?o05 termtang Peraturan Pemerintrfih penggantij l.Jndang - undarrg
Nomor 3 'lahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undan6
Nomor 3:;l Tahun ZCICtr tentang l:ernerintahan Daeiah menjad'i
undang -' Undang (Lembaran Nqrara Republik lndonesia TaLun
2005 Nomor 108, TamDahan tcmbr:rran Negara RrcBublik lndonesia
Nomor 4548), aebagaimana telah diiubah dengan Llndang - unoing
Nomor 12 Tahun 2008 tentang penubahan Kecluer AtaJ Undang I
Undang lNomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrintahan Daerah

4.



(Lembaran Negara ftepub,lik lndonesia Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4e44;

6. Undang -, Undang Nomor 38 Tahun 2C104 Tentang Jalan (Lembaran

NegarJ Ftepublili lndonesia Tahun 1987 Nonror 132 Tambahan

Lerirbaran ttiegara Republik tndonesia Nomor  a38);

7. Peraturan Pemerlntah Nomr:r 33 Trahun 20M tentang Perimbangan

Keuangarr antara Pemeriurtah Pusat dan Permerintah Daerah

(UemUIran Negara Republik lndonresla Tahun 2004 Nomor 126

iambahap, Lembaran Negara Rrilpub lik I ndonesia Nomor 4438\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 'l-ahun 2007 teintang Pembagian

Urusan Fr:merintah antaril Penttarintah, Pernerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kaburpaten / Kota

(Lembararrr Negara Republik lndonesia Tahun ",2007 Nomor 82,

Tambahan, Lemtaran Neglara Rri,publik lndonesia Nomor 4737);

L Peraturan Daerah Kabupaten Katingan l,lomor 8 Tahun 2007 tentang
Retribusi llzin Gangguan (Lernbarern Daerrah lGbupaten Katingan

Tahun 2007 Nomor 8);

10. lnstruksi lytenteri Dalam Negeri lllromor 32 Tahun 1994 tentang

pelaksanagn Pemberian lein merndinil<an Bangunan dan lzin Undang

- Undang Gangguan bagi perusahaan industri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata
cara Peml:rerian lzin Menclirikan Bangunan (lMB) serrta lzin Undang -
undang Giangguan (uuc/Ho) I3agi Perusahaan-perrusahaan di Luar

Kawasan industri;

12. Peraturan Menteri Dalam tleglerl l,lornor 5 Tahun 1992 tentang

Rencana 'Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan

lndustri erlrta Prosedur Pernberian li;zin Mendirikan Bangunan (lMB)

dan lzin l.lndang-undang clangguarr (LluG/HO] E]agi Perusahaan-
perusahaatn yang berlokasi di Luar Kiiawasan lndustri ;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 21008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja lnsp,Bktorat, Badan Perencanaan Fembangunan Daerah dan

t-eriUaga'l eknis Dae rah Kahupaten Katingan (Lrenrbaran Daerah

Kabupiten Katingan Tahun 200E Nonlor 6 )'

MEMUTUSKAN

MENETAPI(ATI : KEPUTUSAN BUPATI I(ATINiGIUN

TENTANG PEIUBERIAN !Z!N GANSSU/I\N (HO)

ffiemberikan lzin Gangguan KePada :

Nama
Tempat Tlnggal
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Letak Tempat Usaha
Kelurahan/Des;a
Kecamatan
Jenis Usaha

Dengan ketonrtuan eebagai bsrlkut :

1. frarus selalu menjaga ternpat usahia/petrusahaan tersebut sehinggq

tidak mengganggu tetangga sekitar, baik yalng timbul darl

buruh/karyawan, mesin, bangunan, pencemaran dan lain-lain yang
menimbulhlan keresahan.

2. Menjaga ksbersihan dan kesehatan pada umumnya.

PERIAfiTA :



3. Menjaga agar jangan rnengganggtiu lalu lintas umum dan tidral<
diperkenankan menggunakan trotoar tapi jalan umum atau jalan
sendiri/perusahaan tapi jalan urnum tempat meletakkan barang/parkir
kendaraan,

4" Harus menyediakan alat pemadiam api dan menjaga tempat
usaha/perusahaan dari kemungkinart bahaya kebakiaran.

5. Harus menyediakan obat-obatan
kerj a/usaha/perusahaan.

(PP'PK) ditempat

6. Pemilik/pernghuni/penguasa tempat usaha/peru$ahaan wajih
mengizinkan dan tidak mengha[angi petugas Pemerintah Kabupaten
Katingan dan lnstansi terkait yitng bertugas meneliti dengan
membawa surat tugasnya,

7. Melaporkern dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KP2T) apabila terjadi perubatharn-perubahan baik
mengenai perluasan usaha rnaupun tempat usaha serta peralatannya
dengan mengisi formulir yang telah clisediakan.

L Kegiatan usaha/perusahaan ini halrus sudah dililksanakan dalant
waktu 1(srtu) bulan sesudah tanggall penandatangan keputusan ini.

L Mematuhi segala peraturan Perundangan - Undangan yang berlaku

10. Pelanggarian terhadap ketentuan ini dapat berakibat dicabutnya lzin
Gangguan dan dituntut sesuai denrgan Peratunan Perundangan -
Undangarr tersebut,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanglJal ditetapkan rlengan ketentuan
apabila ketenttuan di kemudian terdapat l<ekeliruan iekan diubah dan
diperbaiki sebiagaimana mestinya.

Ditu:tapkarir di Kasongan
Pada TanggaN

An,l3UPATl KATINGAN
KANTOR PELAYAN.AN PERIZINAhI TERPADU

KAB{,,! PAIE }I I(ATI NGAN
r;EPAtA

NIP.

Ternbusan Kepada Yth :

Bupatl KaUngan dl Kaeongan
Kepala BLll Kabupaten Katingan,rll Kasongan
Gamat....-..
Lurah/ Kades....

1.
2.
3.
4.



LAMPIRAN III
PERATURAN T}UPATI KATINGAN
NOtfiOR :

TANGGAL :

BENTUK "TANDA IZ]IN GANiGGUAN

t
I
I

I
l
I

ITAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
DESA/KELIURAHAN
KECAMATi\N
JENIS USAHA
BIAYA IZIN
BERLAKU S/D

TI\NDA lzitl GANGGI"IAN (hlo)
NOMOR I ....r..!t0.....',N.t{.

..a..aali.traaaDartl [.torar]aaataataaal'l't'1"

la a a l I tl a r a.ll t a a. a aa a aa aal a a

tataattaararaa.StaiaalaatlaIl!aitlaaaaalalaaalaaaaaaaa

a a t a a r t r ar E.l a a t i. a aaa a a r a taa ala at aat

t!atlrataaaaairaatralaaal

aaaaalraaaallaaaaa

Kasongan,

An. tsUPJ\TIKATINGAIT
KANTOFI PIELAYANITO{ PERIZINAN TERPAT,U

I(ABUPAI'EN KATINGAN
KEPALA,

NIP.

t{B , Flarus diFEsang ditempat Yan$ mudah dilihat umurvl



LAMPIRAN IV
PERATURAN EIUPATI KATINGAN
NOifloR :

TANGGAL :

KOP SURAT

PEMERINTAH }GBUPATIIN / KO]A""

Menimbang

Menglngat

Memperhatikatr

MEfuIUTUSI(AIN

Menetapkan:
PERTAMA

KEDIJA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

KEPUTU$AN
PEJ'ABAT PENER,BIT HIf,

Nomor: ..'.,.......

TENTANG
PENUITUPAN PERI..OSAHAAN

: bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan

usahanya, maka dipandang perlu rnenutup Perusahaan tercebut;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor :

2. Peraturan Eupati Katingan Ngmqr I,,, "'.,, ::::1:::

Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini

1. Nama Perusahaan
2. Alam:rt Perusahaan
3. Bentuk Perusahaan
4. Nama Penanggungjawab
5. NomorHO

dengan ditutupnya perusahaan sehagaimanl dimaksud pada

Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang

bersangltutan dilarang untuk nnelakukan lcegiatan usahanya
terhitung mulai tanggal d[tetapkan ricputugan ini,

HO harus dikembalikan kepada KP:IT.
pelanggirran terhadap ketentuan sebagal ganq 'dimaksud Diktulrnt

kfpUA keputusan ini dikenakan sanksi Tindak Pidana Ekonornli

sesuai dengan ketentuan yang berlilku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilletapka.n denganu

ketentuan apabila ketentuan dtr kemudian terdapat kekeliruan akan

diubah dan diperbaiki sebagaintana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....,

PEJAIIilA'I' PENERIBNT HO

Tembusan:
t. eupati (seballai laPoran)
2. ..."..
3. ..............
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LAMPIRAN VI
PERATURAN E|I,,!PATI KATINGAN
NOHOR :

TANGGAL :

KOP SURAT

PEMERINTAH I(ABUPATEN / KO'T4...,

Ngrngr

Lampiran

Sifat

Perihal

Penting dan segera

Tempat, tanggal

KeBada

Yth. (nama perusahaan)

Di-

Peringatan ke
Tentang Ketentuan Pellaksanaan
HO

$esuai dengan lzin Ganggugrl (HO) Npmor "'tangga!" """'!":'|:!'r'ratas
nilma (perusahaan)...,.. dan setelah <liadakan penieriksaan dan

B{}nelitian, bahwa pellsahaan Saudara temyiilta tidak menl9nuhi ketentuan

s6bagaimana diatur clalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nornor

..,.....tahun ........dan Pqraturan Bupati Katingan Nomor....'..tilhUn """tqntang

Penerbitan lzin Ganggr.uan (HO), antara laln :

'!.,,,,.

4. ......

Sehubungan dengan hial terebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1

(satu) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah mernenruhi ketentuan HO

yang bedaku dan melaperkannya kepada kamipar;la kesempatan pertanna'

Demikian, untuk menjaclli perhatian saudara.

PEJAI!}AT PENEREI'T HO

Tembusan.
1. Bupati l(atingan (sebagai lapr:rran)

2. .........dst



LAIIPIRAN VII
PERATURAN EIT.IPATI KATINGAN
NOMOR :

TANGGAL :

KOP $UR/\T

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

KEPUTU$AN
PEJIABAT PENERBIT H,O

TENTA}dG
PEIiIBERHENTIAN TSEMENTARA IZIN GAh'IGGUAN (HO)

Menimbang

Mengingat

Memperhatikatt

Menetapkan
FERTAMA

KED[.JA

KETIGA

Tembusan :

1" Bupati (seba1lai laPoran)
2.......
3. ......

, Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriiksaan terhadap
pelaksanraan kegiatan usaha perdeirgangan sebagiairnana tercantunt
dalam HO Itlornor... ...tanggal ..........atas
nama,..,,, .,,,be!'gg!'ak dalarn kggiatan usaha,,, .,,, o, ya!!g pglSfgrnat

di.........,, temyata tidak melmenuhi percyaratan dan ketentuan yang

telah ditetapkan sePerti :

1.
2.

1. Peraturan Daerah Kab,upaten Katingan Nomor ... .....tahun .'. ....;
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor ...'.tahun ..........'..;

1 . ... ...
2.......

MEMUTUSKAN

: Membertrentikan sementara HO Nurmor'.....tanggal..'....atas narna

.....yang bergerak dalam kegiatan usahanya........yang

berlokasidi.

Dengan rlibefientikan sementara t{O sebagairnana dimaksud pada

Diktum PERTAMA, Ferusahaan yarng bersangkutian dilarang untuk
melakukarn kagiatan usahanya.,. .. ' . 'terhitung sejak tanggal
ditetapkairn pem berhentian semontara FIO ini.

Keputusan ini mulai berlaku seiiak tanggal ditetapkan dengan
ketentuanr apabila ketentuan di kerrtudian terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki seba5;aimana mestinya'

Ditel:rpkan di ...........
Padra tan99a1........ ...

PEJAEIAT ITENERBIT I.{O



LAMPIMN VII!
PERATURAN BUPA]TI KATINGAN
NOMOR :

TANGGAL :

KOP SUMT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.."

Menimbang

Mengingat

Memperhatikart

Menetapkan
PERT'AMA

KEDUA

KETIGA

Mencabut

bergerak

KEPUTUSAhI
PEJABAT PENERBIT H(l:)

Nomor : ............

TENTANG
PENCABU'TAN lzIN GANIGGU/IIN (HO)

: Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan tcrhadap' p"l"6"nierjn iegiatan usaha sebargaimana tercantum dalam HO

Nomor... .l.tanggal .,'...'...atas nama"""""bergerak Olt?T
regiatan ugaha,,,...]lyang p9E!6;mat di,',,,',,,,, tgmygJa lidak
me-menutli persiiritan dan ketentuian yang tetah ditetapkan Eeperti

1.
z.

: 1. Peraturan Daerah Kabupiaten Katingan Nomor ........tahun .......;
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor .."'tahun """ """';

iIEI[UTUSKI\N

da.

HO Nomor ......tanggal..'....atas nama ""'yang

dalam kegialtan usahanya'.."...yang berlokasi

Ditetapkan di ...........
Pada tan99a1............

PEJABAT INENERBIT HO

Dengan dicabutnya HO sebagaiimana dimaksurd pada Diktum
pERIAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk

melakukarn kagiatan usahanYa.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

feftntuan apabila ketentuan di kernudian terdapall kekeliruan akan

diubah darn diperbaiki sehragi aimana mestinya.

Tembusan:
t BuPati (sebaglai laPoran)
2. ......
3. ......



LAMPIRAN [X
PERATURA$.I E UPA N KATINGAN
tlOltrOR :

TANGGAL :

KOP SUFy\T

PEMERIINTAH IGBUPATEN / KOTA...'

Padahariini.........'.tanggal............bulan.'..,..''...........tahun...............herdasarkanSuratPerintahTugas

Nornor ..."melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap:

Nama
Jabatan
Alamat LengkaPr

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Jenis Usaha
dan tahun terseklriut diatas telah riiarCakan Pcmeriksaan Lapangan dengan hasil

Pada tanggal, bulan

sebagai berikut I

Panjang temPat usaha

Lebar tempat usaha

Panjang x Lebar (Luas)

lndek Lokasi

lndek Gangguan

Demikian Berita Acara

sebagaimana mttstinya.

ini dibuat ransliap 3 (tiea) untuk dipe!'gunakan

KETUATIM, Pqnrillk/Mewakili',, "*)

Anggota 1, Anggota 2, Anggota 3,

...M2

4-3-:i1.....**)

4-3-i1.....**)

Pemeriksaan Lapangan

NIP

NtP. .............

Catatan :

1. Di lingkar salahr satu ....'*r)

2. Coret yang tidak Perlu ...'.r)

NIP.



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPA]TI KATINGAN
NOIJ|OR :

TANGGAL ;

JENTS - JENIS PERUSAHT\AN/UI$AHA

Perusahaan/usaha yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan :

A. Perusahaan yang menttunakan mesln dengan intrensltas $angguan besar/tinggi :

1. Pabrik Es

2. Pabrik 6aram
3. Pabrik Minyak I CPO

4. Pabrik/lndustri Tempefiahur
5. Perusahaan Batik

6. Pabrik Tepung Beras

7. Perus:rhaan Penggergajian/[,engolahan kayu
B. Perushaan Kerupuk
9. Perusahaan Roti / Kue

10. Pabrik Tepung lkan
11. PabrikTepungBeras
12. Pabrik Penggilingan Padi

13. Pabrik Tepung Tapioka I Ubtr Jalar lsingkong
14. lndustri Penyamakan (Penyarmakan Kulit)
15. lndustri Makanan dan Minurnan
16. lndustri Peralatan Rumah Tarngga

17. lndustri Minruman Rumah Tarngga

18. lndustri Bata Merah / gatako / Genteng
19. lndustriMeubelir

B. Perusahaan yant mentgunakan mesin dengan intensltas gliangtuan sedanrg :
L. lndustriMeubelair
2. lndustri Kerupuk
3. Huler,/ Tempat PenYosohan Beras
4. Bengkel Mobil
5. Bengkel Motor dan Spare Part
6. Bengk,elEubut/Las
7. Penggiilingan Daging
8. Penggiilingan Padi

9. Dialer/Sub Agen Kendaraan lJermotor dan Bengkel
10. Percetakan

11. lndustri Roti, Kue dan sejenisnya
12. Temp:rt Permainan Elektronik Anak-anak
13. Toko Suku Cadang Onderdil dan Bengkel/Reparasi
L4. Perus:rhaan Pencucian Kendaraan

C. Perusahaan yant menttunakan mesin dengan intensitas $iangtuan kesil ;
t. lndustri Kerajinan Bumah Tangga

2. Caterittg
3. Reparasi / Accu / Radiatur / Dinamo
4. lndustri Radio, W dan sejeniisnya
5. Peruserhaan Pencucian Kendaraan



D. Perusahaan yang tidak menggumakan mesin dengiln intenriitas gangguan besar/finggi :
1. Hotel bertaraf lnternasional
2. Discotigue / Karaoke / Publ'Club Malam / CatE

3. Restauran- 4. Telkorn
5. Stasiorn Pemacar/BSTfiowen TelekomunikasiffV (Media lnformasi & Telekomunikasi]

" 6. Rumah Makan
- 7. Pembibitan Ayam Ras

B. Peterrrakan Ayam

9. Peternakan Sapi/ Babil Karrrbing

10. Peterrrakan Ayam/ Unggas

3.1. Kolam lkan /Keramba
L2. Rumah Potong Ayam / Ung8las / Babi / Kambing / Sapi

13. SPBU / APMS

14. Agen/Pangkalan/Pengecer EIBM

15. Penjual Bahan Gas / Elpiji
16. Perma,inan Ketangkasan / Bingo
1.7. Perusahaan Angkutan yang lMenaikkan I Menurunkan {Muatan diTempat
18. Penunrpukan Hasil Hutan sepert, Kayu,Rotan,Pantung,Damar, Karet(5lab,sit) dan

Penunrpukan Hasil Hutan lkutan Lainnya.
19. Penumpukan Bahan Bangunan, Kayu, Bata, Kerikil, Pasir dan Bahan Galian Lainnya.

E, Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang ;
1. Hotel lMelati I Losmen / Penginapan / Asrama y' Wisma / Guest House
2. Superrnarket

3. Swalalnn

4. Bioskop

5. Healtl'/ Fitness Centre/Sangtrgar Senam

- F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangtuan kecil :
1. Tempat Bekreasi
2. Rumalr Bersalin

3. Pantit,ijat
4. Agen f,akan Ternak
5. PengrajinMas/Permata
6. Penunrpukan Bahan Bekas

7. Kolam Renang

8. Kolam Pemancingan

9. Billyard
10. Apotelk

11. Catering
12. Warnert
13. Play Sl;ation

14. Percetakan
15. Show rroorn Kendaraan Bermotor
16. Dialer Kendaraan Bermotor
17. Gedung Olah Raga Yang dikomersilkan
18. Toko clan Kios Penjualsaprodi/Saprotan
19. Toko S,uku Cadang / Onderdiil
20. Toko ltlaca

21. Toko Elangunan
' 22. Studio Foto / Cuci Cetak Filnr" 23. Salon l(ecantikan

" 24. Kolam Pemancingan
25. WC, yang dikomersilkan



6, Perusahaarn yang bebas tantguan :

1. Perusahaan Bahan Bangunan
2. Foto (!opy

3. Tambal Ban / Bengkel sepeda
4. Toko limas / Permata
5. Toko lVleubel
6. Toko Onderdil
7. Tambak Uclang (Tanpa Mesin)
8. Usaha Perbankan
9. Budidiaya lkan
10. Optik
11. Toko l(elontong
1.2. Temp;rt Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus-kursus)
13. Pertanian Terpadu
14. Pertanian Tanaman Hias

15. Kolam lkan Deras

16. Rumalr Kontrakan / Pondok;an /Barak/Rumah Kost
L7. VCD/I VD -- Rental sejenisnya
18. Kios - kios (Sembako dan sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan)
19. Toko-l:oko (Sembako dan se.fenisnya yang tidak menimibulkan gangguan)

20. Kontraktor, Konsultan, lnstalatur
21. Barben Shop / Gunting Rambrut (tanpa rias)
22. Kolam Pernancingan
23. Warung Makan/Minum
24. Toko tllektronik
25. Agen llokok / Surat Kabar
26. Toko t,akaian/ Sepatu / Elektronik
27. Toko l(ain /Tektil
28. Toko l\lat-alat Olah Raga

29. Toko tluku
30. Penjatrit
31. Toko Obat
32. Toko/l(ios Buah-buahan
33. Dan lain-lain Perusahaan yang sejenis yang tidah rnenimbulkan gangguan bagi

masya rakat sekitarnya.

Catatan: Jenis usaha yang tidak tersebut diatas akan dinilai oleh Tim Teknris
Ferizinan Kabupa ten Katingan.


